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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 82/PMK.03/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK 

TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

              

 

Menimbang : a.  bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus 

Disease 2019 masih diperlukan pemberian insentif 

perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka 

waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan 

kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan 

kesehatan masyarakat  dan mempercepat pemulihan 

ekonomi nasional; 

  b. bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan 

secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu 

yang tertahan dan perlu lebih didukung laju 

pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria 

penerima insentif; 

  c.  bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 

belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka 

waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria 
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penerima insentif, sehingga perlu diubah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan 

Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak 

untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 

Disease 2019; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republiklndonesia Nomor 4893); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5069);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6214); 

11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 

tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB 

PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 

2019. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Jangka waktu pemberian insentif: 

a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); 

b. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);  

c. PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); 

d. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); 

dan 

e. pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2), 

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai 

dengan Masa Pajak Juni 2021. 

(2) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari 

pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku sampai 

dengan tanggal 30 Juni 2021. 
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